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WALIKOTA K(}TAilOBAGU,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan arah kebljakan dan menjadi

pedoman bag pen5rusunan roa.d map Pembangunan

Kependudukan dalam perencanaan pembangunan yang

berwawasan kependudukan, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan

Kota Kotamobagu Tahun 2O16-2026;

Mengingat l. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4680);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2035

(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO7 Nomor

33, Tambahan Itmbaran negara Republik Indonesia Nomor

aTool;

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

(lr,



16, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand

Desain Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesi

Tahun 2014 Nomor 31O);

7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota kotamobagu Tahun 2Ol3-2O18, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor

1 Tahun 2O16 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu

Tahun 2Ol3-2O18;

8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah

MEMIEUSKAIT:

PERATT'RAI{ WALIKOTA TEITTAITG CRAIYD I'ESTGIY

PEUBAITGT'TAIC XEPETDI'DI'KAIT KcrTA XOTAUOBAGU

TAIIT'IT 2OL6-2V26

BAB I
XETEIITUAII UUUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur

Menetapkan
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penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

4. Pembangunan Kependudukan addah upa,ya mewujudkan

sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian

kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga,

penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta

penataan administrasi Kependudukan.

5. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang

selanjutnya disingkal GDPK adalah arahan kebijakan yang

dituangkan dalam Program sepuluh tahunan Pembangunan

Kependudukan Kota Kotamobagu untuk mewujudkan target

pembangunan kependudukan.

6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan

jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas,

penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang

menyangkut politik, ekonomi, social budaya, eg.rna, serta

lingkungan penduduk setempat.

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing

yang bertempat tinggal di Indonesia.

8. Kuantitas Penduduk adalah jurnlah penduduk skibat dari
perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir mati,dan

pindah tempat tinggd.

9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam asp6[

fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat social,

ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar

untuk mengembangkan kemampuan dan meningkrnati

kehidupan sebagai manusia yang bertalrwa, berbudaya,

berkepribadian, dan hidup layak.

10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa dan Negara. h



11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri

dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah

dan anaknya, atau ibu dan ana}nya.

12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan

keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang

sehat.

13. Pesebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk

secara keruangan.

14. Penataan persebaran penduduk adalah upaya menata

persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam

dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana

tata ruang wilayah.

15. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk

dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

16. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya

mengarahkan gerak keruangan penduduk ager serasi,

selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya

tampung lingkungan.

17. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan

data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan

serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan

pelayanan sector lain.

18. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang

diterbit}an oleh istansi pelaksana yang mempunyai

kekuatan hukum sebagai alat bulrti autentik yang

dihasilkan dari pelayanan pendalftaran penduduk dan

pencatatan sipil.

19. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang

dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada

istansi pelaksana.

2O. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan

terencana di segala bidang untuk menciptakan

perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan

dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan

serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus

mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi
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mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

21. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam

beserta segenap unsur dan sumbemya untuk menunjang

perikehidupan manusia serta mahluk lain secara

berkelanjutan

22. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan

hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan

penduduk.

BIB II
IAXSI'D DA,I TUJT'AI|

Pasal 2

GDPK merupakan acuan dalam merencanakErn pembangunan

yang berwawasan Kependudukan di Kota Kotamobagu Tahun

20t6-2026.

PaEal 3

GDPK Kota Kotamobagu Tahun 2016-2026 disusun dengan

tujuan:

1. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian

kuantitas penduduk kota Kotamobagu Tahun 2016-2026

yang merupakan penjabaran kebijakan pengendalian

kuantitas penduduk nasional dan provinsi untuk
dilaksanakan di Kota Kotamobagu;

2. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

terkait di linglungan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam

perencanaan pembangunan yang berwawasan

kependudukan.

3. Tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga

mampu menjadi faktor penting dalam mencapa.i kemajuan

pembangunan kependudukan di kota kotamobagu.

BAB III
GRAJTD DESIGI PF;UBAIIGUIIIT XEPETDITDITXAI{

Paral 4

GDPK Tahun 2016-2026 sebagaimana tercantum pada

L^ampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini. q



BAB IV

PEMTTUP

Peral 5

Peraturan Walikota Kotamobagu ini mul-i berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Walikota Kotamobagu ini dengan

penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No Pengelola Psraf

1 Plt. Seloetaris Daerah
(*

2 Assisten Pemerintahan
U

3 Kepala Bagian Hukum q
4 Kepala Dinae PP dan KB

tu

Ditetapkan di Kota Kotamobagu
Pada Tanggal ? ?ebtuari 2Ol8

EoTAfoBAG{L

BI'RA

t/

Diundangkan di Kot? Kotamobagu
PadaTanggal I ftbtuat' 2018

SEKRETARIS DA.ERAII KOTA KOTAUOBAGU,

If,.Si,

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OI8 NOMOR 13


